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BAB V 

PENUTUP 

    5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pemerintah Kecamatan 

Jereweh sudah Efektif dalam Penerpan Good Governance dalam Pelayanan di 

Bidang Administrasi Kependudukan dari nput sampai Proses Produksi dan sudah 

cukup memadai meskipun masih ada yang harus dibenahi seperti pengadaan dan 

penambahan alat komputer, meja, papan nama dan papan nformasi. Untuk 

Produkvitas dilihat dari tata cara mereka melayani masyarakat juga sudah sangat 

baik, dari hasil penelitian ini juga terungkap bahwa kehandalan pegawai di Kantor 

Camat Jereweh dalam menangani setiap keluhan dari masyarakat sudah sesuai 

dengan keinginan dan harapan masyarakat. Faktor Pendorong dalam pelaksanaan 

pelayanan publik di Kecamatan Jereweh yaitu ; faktor kesadaran Aparatur yang 

ada di kecamatan Jereweh, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan, faktor 

organisasi dalam pelaksanaan pelayanan dan faktor sarana dan prasarana. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu :faktor kesadaran masyarakat 

dan faktor sarana dan prasarana. 
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    5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai Berikut: 

1. Pemerintah Kecamatan Jereweh perlu memperbaiki dan melengkapi 

fasilitas berikut: Untuk membuat komunitas lebih bermanfaat dan tidak 

membingungkan, juga perlu membuat alur dan diagram prosedur layanan.. 

2. Pemerintah Kecamatan Jereweh Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan 

agar  lebih optimal dan memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna  

pelayanan publik. 

3. Melakukan program sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu dalam 

sosialisasi dan pemahaman informasi kepada masyarakat mengenai Halhal 

mengenai kegiatan pelayanan di kantor kecamatan Jereweh. 
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